- SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
| PROVINSI JAWA TENGAH
- PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

'NOMOR 36 TAHUN 2020

 TENTANG
PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH‘ o

DENGAN RAHMAT T UHAN YANG MAHA ESA
-BUPATI KARANGANYAR '

‘Menimbaing : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 Peraturan

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Pcngelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peramran
- Bupati tentang Penggolongan dan Kodeﬁkas1 Barang Milik
»Daerah

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor‘ 13 Tahun "1‘9'50 'fentéhg-,',

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam ngkungan
Provinsi Jawa Tengah; ‘ _ . ,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teﬁté;ﬁg
- Pemerintahan Dacrah (Lembaran_ Negéra Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
“Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
'bebcrapa. ka‘liv terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

‘Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone&na
Nomor 5679), | ’ a
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
“ Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Iri‘d}onesia‘.}Nomor 4578);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengglolaan Barang Milik Nega:ra/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara 'Republikl, Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah| (Lembaran Negara Repubhk
Indones1a Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesm Norllor 6523),

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milhk Daerah (Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Tahun 201|6 Nomor 547);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016
tentang Penggolongan dan Koneﬁkasi Barang Milik Daerah
(Lembaran Negara - Repﬁblik Indonesi_ép Tahun 2016
Nomor 2083); |

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodelﬁka81 dan Nomenklgtur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1

" Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 95);

o MEMUTUSKAN: |
Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANlG PENGGOLONGAN DAN
KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH




1 BABI _,
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

'Pemenntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan :
pemenntahan | oleh Pemenntah Daerah dan Dewan o
. Perwakxlan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan pnns1p otonomi seluas-luasnya dalam -
s1stem ‘dan prinsip Negara Kesatuan Repubhk Indone31a o
sebagannana dlmaksud dalam Undang— Undang Dasar}-ﬂ
’: | Negara Repubhk Indone31a Tahun 1945 | _ ) |
. -Pemenntah Daerah adalah Bupah sebagaj ) unsurv v‘v -

'penyelenggara pemenntahan daerah yang memlmpmv

pelaksanaan urusan pemenntahan yang men;ad1

kewenangan daerah otonom. =

‘Bupau adalah Bupat1 Karanganyar v' f -
_- Barang Mlllk Daerah yang selanjutnya d1s1ngkat BMD |

| v‘adalah semua barang yang dxbeh atau dlperoleh atas beban o

o APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

,'Penggolongan adalah keglatan untuk menetapkan secara |

g sxstemauk ke dalam akun, kelompok Jenls, objek rmc1an' |

objek, sub rmcxan objek dan sub-sub rincian obJek

. "».Kodeﬁkas1 Barang adalah pembenan kode barang m111k‘v
| daerah sesual dengan penggolongan masmg-masmg Barang
v M111k Daerah | - , » v
. Aset Tetap Renova51 (ATR) yaltu blaya renova31 atas Aset |
‘Tetap yang bukan milik entltas/ satuan kexja sepanjang}:
‘ memenuh1 syarat—syarat kap1tal1sas1 aset tetap '
. Konstruk31 Dalam Pengerj}aan (KDP) merupakan aset tetap ‘v
yang masxh dalam proses pembangunan/penger_]aan dan e
belum s1ap d1gunakan pada tanggal pelaporan Konstruksj |
Dalam Pengerjaan mencakup . tanah peralatan dan mesin,
) gedung dan bangunan Jalan, 1r1ga31 dan jaringan, dan aset

v}tevtap, v lamnya, yang A proses - perolehannya dan/atau



o pembangunannya belum selesa.l dan membutuhkan suatu

= Ruang hngkup Peraturan Bupatl 1n1 mehput1

Ca
b.

. c.'

W
' huruf a, mehput1 kode akun, kode kelompok kode Jems,.'

.penode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan B
- Aset “Tetap harus d1aku1 sebaga1 Konstruks1 ‘Dalam
"vPengetjaan Jlka aset tetap dlmaksud ma81h dalam proses‘f '

i pembangunan/pengegaan e

A BABI
RUANG LINGKUP | |
Pasal2 e e

“‘-'kodeﬁkam barang,
- kode Iokas1 dan
‘kode reglster |
o  BABm
KODEFIKASI BARANG
Pasald

Kodeﬁka31 barang sebagalmana dImaksud dalam Pasal 2}  o

kode objek kode nn01an obyek kode sub r1n01an obJek dan

" kode sub sub rincian objek BMD.

@

Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian ,

objek, - dapat dilakukan penambahan kode barang yang'_

vdltetapkan dengan Keputusan Bupat1

Pasal 4

(1) Kodeﬁkas1 barang sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 3 ayat -

- (1) mehputl

. a level 1 menunjukkan kode akun,

. level 2 menunjukkan kode kelompok
level 3 menunjukkan kode Jenis;
vlevel 4 menunjukkan kode obJek

level S5 menunjukkan kode rincian objek



‘ f level 6 menun_;ukkan kode sub rincian obJek dan -

| & level 7 menunjukkan kode sub sub rincian objek

(2J

R1nc1an ‘dan - urajan Penggolongan dan Kodeﬁkas1 BMD

, _sebageumana tercantum dalam Lamp1ran yang merupakan

| baglan t1dak terp1sahkan dan Peraturan Bupat1 ini, yang

: fterdm dar1 : L
“a. kode BMD; dan j

N (2.)

. o

b, kode loka31 BMD

| BAB v
- KODE LIO'KASI»V’ |

Pasa.l 5

. Kode lokas1 sebaga.lmana dImaksud dalam Pasal 2 huruf b,

mengga.mbarkan lokasi masmg-masmg BMD.
Kode loka31 BMD adalah kode 12.

S KODE REGISTER
Pasal 6 ,

5Kode reglster sebageumana dlmaksud dalam Pasal 2 huruf c

,mehputl o

a. kode loka31 dan tahun perolehan, dan

@

e Ao

&

b. kode barang dan nomor urut pendaftaran

Kode reg1ster sebaga.tmana dlmaksud pada ayat (1) d1ber1kan :

pada setlap BMD dan dapat dltambahkan kode reg13ter -
,dalam bentuk kode batang (barcode) ’

vSetlap BMD dlbenkan label - kode reg1$ter sebagalmanav
dimaksud pada ayat (2), kecuah
a persedlaan, o
Aset Tetap Renovas1 (ATR), v
Konstruk81 Dalam Pengexjaan (KDP), '
. Akumula31 Penyusutan, -
Akumulasi Amortisasi; dan
Aset Tidak Berwujud (ATB).



-'_:*‘Dlundangkan di Karanganyar R " o

~ BABVI
. PENDANAAN I

| Pasa17

 Pendanaan. Pelaksanaan Penggolongan ‘dan kodefikasi BMD
| "bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah o
Kabupaten ' S e

: | BAB VII
o KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

. 'Peraturan Bupatl ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan -
_v‘ ’ Agar setzap ora.ng mengetahumya, memenntahkan pengundangah
- Peraturan Bupatx ini dengan penempatannya dalam Bemta . o |
" - Daerah Kabupaten Karanganyar |

| ‘f‘*D1tetapkan d1 Karanganyar” N
 _padatanggal 20 April 2020
RS }',’:’BUPATI KARANGANYAR,

, pada tanggal 20 Apnl 2020 , : : :
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
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' SUTARNO

»BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 36

’ Salinan sesuai denganfaslinya“--?-:i .
-~ SEKRETARIS DAERAH
v KABUPA:I‘EN\KARANGANYAR v
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